
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mcwuj udkan tcr u b 1w11,11m1s:ih:1:1:. c!. ti., .. 
pelaksanaan Anggaran Pcndapm an d;111 lkl.1111,1 I ,,,1 ,,11 
Kabupatcn Kendal Tahun Anl!,g<11 n n 20 > I s<'h111~L., : 1;1.,· 
berjalan lebih optimal, cfckt if, dan cfistr-n, makn Pt ri11ur;111 
Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 icntang S1andc1rcl1s.1~1 
Biaya Tahun Anggaran 2021 d: Lingkungan Pcrncrmtahan 
Daerah Kabupaten Kendal dipandang sudah udak sesuai 
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 
Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 202 l 
di Lingkungan Pernerintahan Daerah Kabupaten Kendal; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi .Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun l 965 tcntang Pcmbcrltukan Dacrah Tingkat II 
Batang dengan mcngubah Undang Undang Nornor 13 Tuh 111 

1950 tentang Pembcntukan Daerah-daerah Kabupatcn dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonr-sin 
Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparat.ur Srpil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I l 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiu 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Ocsa (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor l l 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Ciptn 
Kerja (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tah un 2020 Nnm11r 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 32 Tahun 1950 tcntang 
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 
14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di 
Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkai 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik tndonr-sin 
Nomor 5887) sebagaimana Lelah diubah dcngan Perat uran 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tcnrang Pcr-u hn hnr- \t 1-; 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 In tr-rn nng Pc·, ·111~k:11 

Daerah (Lembaran Negara Rcpubltk l nd. nu s1.1 r.111111 1 ' , 

Nomor 187, Ta ibahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndoru.sra 
Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

) 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan 
Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pernerintah (Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 
Pcraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Len Lang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang 
Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri 
Sipil; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 
Perjalanan Dinas Da]am Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcrunng 
Pernbentukan Prociuk Hukum Dacrah (Serita Negara Rrpu hlik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimann Lelah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil 
Negara Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pirnpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ten tang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor I I Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupatcn 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 
Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 l 
Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31); 



(1) Khusus untuk Calon PNS, PNS, PPPK dan Tenaga 
Penunjang Kegiatan pada Sadan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Kendal dan Satuan Polisi Pamong Praja 
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal yang 
melakukan kerja lembur, selain dapat diberikan jamuan 
makan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga 
dapat diberikan uang lembur. 

2. Dianlara Pasal 7 dan Pasal 8 disis'ipkan 1 (satu) Pasal yakrn 
Pasal 7 A yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7A 

BABIII 
BIAVA LEMBUR, HONORARIUM, 

DAN BIAVA KEGIATAN 
Bagian Kcsatu 
Biaya Lembur 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 
Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 d: 
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Serita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 80) diubah sebagai 
berikut: 

1. Judul BAB III dan judul Bagian Kesatu BAB IrI diubah sehingga 
menjadi berbunyi sebagai berikut : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KENDAL NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG 
STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL. 

MEMUTUSKAN : 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaicn K<"'nd,11 
Nomor 8 Tahun 2016 tcnt ang Pr-mbcnt uknn d.m ~ 1.._ • .... , 

Perangkat Dacrah Kabupaien Kendal (Lcrnbaran U .. 1c1 a h 
Kabupatcn Kendal Tahun 2020 Nomor 3); 

25. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 ientang Standardisas: 
Biaya Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintahan 
Daerah Kabupatcn Kendal (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 Nomor 80); 
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Pihak yang melaksanakan perjalan dinas selain diberikan biaya 
sesuai dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, juga dapat 
diberikan biaya : 
a. biaya tol; 
b. biaya paspor dinas dan visa bagi yang akan melakukan 

perjalanan dinas luar negeri; 
c. biaya perneriksaan kesehatan khusus berkaitan dengan 

COVID-19 antara lain SWAB, RAPID test, dan sejenisnya; 

5. Lampiran l diubah sehingga sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

6. Lampiran 11 diubah sehingga sehingga menjadi sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

7. Lampiran IV diubah sehingga sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran lfI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempat 
Biaya Tol dan Pemeriksaan Kesehatan Berkaitan dengan 

Pandemi COVID-19 

Pasal l 4A 

Pasal 11 

(1) Calon PNS, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan 
pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b 
dapat diberikan biaya perjaJanan dinas berupa makan 
minum aktifitas lapangan dan pengganti transpor lokal, 
yang diberikan secara at cost. 

(2) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

4. Ketentuan BAB IV dilambahkan I (satu) Bagian y akru Baaian 
Keempat yang terdiri satu PasaJ, yang berbunyi scbagai bu ik u t , 

(2) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dengan ketentuan : 
a. kerja lembur dilaksanakan paling sedikit 1 (saiu) jam 

penuh; dan 
b. kerja lembur dilaksanakan dalam rangka penanganan 

bencana/kejadian. 
(3) Standar harga uang lembur khusus bagi setiap Calon PNS, 

PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian lidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan ayat ( 1) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 1 1 berbunvi 
sebagai berikut : 
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SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAIHJN 2021 NOMO~ 11 

Diundangkan di Kendal 
Pada tanggal 30 April 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 
MOH. TOHA 

DICO M GANII\JDUTO 

cap ud 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 30 April 2021 

F3UPATI KF:NOAL 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kendal. 

Pasal II 


